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ABSTRACK
Problematic financing or Non-Performing Financing (NPF) is a major challenge in the Islamic banking industry, as it can disrupt operational stability and reduce public trust in Islamic financial institutions. This study aims to analyze the strategies and effectiveness of handling problematic financing at Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through direct observation, interviews, and documentation during the author's internship. The findings indicate that NPF management is carried out through two main approaches: preventive and curative. Preventive efforts include financing feasibility analysis and customer education, while curative measures involve restructuring, renegotiation, and collateral execution. Additionally, the utilization of collateral and financing recovery programs are implemented with a prudential approach, while upholding Islamic values such as justice and mutual consultation. Through these integrated strategies, Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi can minimize the risk of losses due to NPF and maintain the quality of its financing portfolio.
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ABSTRAK
Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan tantangan utama dalam industri perbankan syariah karena dapat mengganggu stabilitas operasional dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi selama masa magang penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan NPF dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan kuratif. Pendekatan preventif mencakup analisis kelayakan pembiayaan dan edukasi kepada nasabah, sedangkan pendekatan kuratif melibatkan restrukturisasi, negosiasi ulang, hingga eksekusi agunan. Selain itu, pemanfaatan agunan dan program penyelamatan pembiayaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta tetap mengedepankan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan musyawarah. Dengan strategi yang terpadu, Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi mampu meminimalisasi risiko kerugian akibat NPF serta menjaga kualitas portofolio pembiayaannya.
Kata kunci: Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah, Restrukturisasi, NPF, Agunan.


PENDAHULUAN
Perbankan syariah memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan. Salah satu tantangan utama dalam operasional bank syariah adalah meningkatnya potensi pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF). NPF terjadi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad pembiayaan yang telah disepakati. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal seperti lemahnya manajemen usaha, maupun eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan bencana alam (Afandi, M. I., & Wulandari, 2020)
Peningkatan NPF dapat memengaruhi kinerja keuangan bank, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, dan menghambat penyaluran pembiayaan baru. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip prudensial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan (adl), musyawarah (shura), dan tanggung jawab sosial. Menurut Zainuddin (2021), bank syariah harus menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Zainuddin, 2021)
Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi merupakan salah satu cabang dari Bank Sumsel Babel Syariah yang aktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam praktiknya, bank ini menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah yang cukup kompleks, terutama di tengah fluktuasi ekonomi pascapandemi dan ketidakpastian usaha di sektor informal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana bank ini menerapkan strategi penanganan NPF secara sistematis dan berkelanjutan.
Selama melaksanakan magang di Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi selama 30 hari kerja, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati langsung proses-proses yang terkait dengan pembiayaan, mulai dari analisis pengajuan, pencairan, hingga monitoring pasca pencairan. Salah satu temuan penting adalah adanya pendekatan terpadu dalam penanganan NPF, yang meliputi upaya preventif seperti edukasi dan pendampingan nasabah, serta langkah kuratif seperti restrukturisasi dan eksekusi agunan.
Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran nyata mengenai praktik penanganan pembiayaan bermasalah di tingkat cabang perbankan syariah, yang seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya namun dituntut tetap menjaga kualitas pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan studi manajemen risiko dan pembiayaan dalam perspektif ekonomi syariah.
Dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi dan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, strategi, dan tantangan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipatif dan wawancara semi-struktural. Observasi dilakukan selama masa magang penulis di bank, khususnya pada divisi customer service dan account officer yang menangani langsung proses pembiayaan. Wawancara dilakukan kepada beberapa staf bank, terutama bagian analis pembiayaan dan penagihan, untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta praktik yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi keuangan yang berlaku. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan pengecekan kembali informasi dengan pihak yang berwenang di lingkungan kerja bank.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Identifikasi Jenis Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) di Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi umumnya berasal dari pembiayaan mikro dan UMKM, dengan akad murabahah dan mudharabah sebagai skema yang paling dominan. Akad murabahah, yang mengharuskan nasabah membayar cicilan atas harga pokok ditambah margin keuntungan, seringkali mengalami hambatan apabila usaha nasabah mengalami penurunan omset atau gagal pasar. Sedangkan pada akad mudharabah, risiko gagal bayar lebih tinggi karena pembagian keuntungan sangat bergantung pada kinerja usaha.
Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya manajemen keuangan nasabah, kurangnya pemahaman terhadap akad syariah, serta penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari ketidakstabilan ekonomi makro, persaingan usaha yang ketat, dan dampak musiman seperti bencana alam. Hal ini sejalan dengan temuan Afandi dan Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa risiko usaha UMKM sangat beragam dan mempengaruhi keberhasilan pelunasan pembiayaan syariah.
B. Strategi Preventif
Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi menerapkan strategi preventif melalui proses analisis pembiayaan yang ketat. Calon nasabah disaring melalui analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), ditambah dengan verifikasi lapangan oleh Account Officer. Pihak bank juga melakukan edukasi terhadap nasabah sebelum akad ditandatangani, agar pemahaman terhadap kewajiban syariah dan risiko pembiayaan meningkat.
Selain itu, bank melakukan monitoring usaha sejak awal pembiayaan berjalan. Nasabah diminta untuk membuat laporan perkembangan usaha secara berkala. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menekan rasio NPF sejak tahap awal. Menurut Zainuddin (2021), strategi preventif yang konsisten merupakan kunci utama dalam mempertahankan kualitas portofolio pembiayaan syariah.

C. Strategi Kuratif dan Restrukturisasi Pembiayaan
Ketika nasabah mulai menunggak angsuran, bank menawarkan solusi kuratif melalui negosiasi ulang. Bentuk penanganan ini meliputi: rescheduling yaitu mengubah jadwal pembayaran menjadi lebih ringan, reconditioning yaitu perubahan syarat pembiayaan tanpa mengubah pokok utang, restructuring yaitu mengubah komposisi pembiayaan dengan pendekatan baru, termasuk potensi penggantian akad. Proses restrukturisasi dilakukan dengan pertimbangan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
Praktik restrukturisasi ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Syariah yang menegaskan pentingnya solusi berlandaskan musyawarah dan prinsip keadilan. Pelaksanaan restrukturisasi ini terbukti membantu menurunkan angka NPF secara bertahap, sebagaimana juga dikemukakan oleh Rivai dan Arifin (2013) dalam penelitian mereka bahwa restrukturisasi yang berbasis prinsip syariah lebih diterima oleh nasabah dibanding proses litigasi.
D. Pendekatan Hukum dan Pemanfaatan Agunan
Jika seluruh upaya negosiasi gagal, bank dapat melakukan eksekusi agunan sebagai langkah terakhir. Meski demikian, proses ini sangat hati-hati dilakukan karena dapat mencoreng reputasi bank syariah sebagai lembaga yang mengutamakan keadilan. Umumnya bank lebih memilih penyelesaian kekeluargaan yang sesuai dengan pendekatan syariah. Seperti dikemukakan oleh Zainuddin (2021), bank syariah perlu menjaga keseimbangan antara mitigasi risiko dan nilai-nilai maqashid syariah, termasuk perlindungan terhadap nasabah.
E. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan
Untuk menjaga kualitas pembiayaan, bank melakukan monitoring ketat melalui kunjungan rutin ke lokasi usaha dan evaluasi laporan keuangan. Tim analis dan account officer wajib menyampaikan laporan kinerja portofolio pembiayaan secara berkala. Sistem ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi dini pembiayaan bermasalah, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem analisis pembiayaan ke depan.
F. Pemanfatan Agunan
Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi menerapkan pendekatan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariah. Salah satu langkah terakhir yang diambil adalah eksekusi agunan, yang dilakukan apabila upaya restrukturisasi dan negosiasi tidak membuahkan hasil.
Prosedur Eksekusi Agunan
Proses eksekusi agunan dilakukan melalui dua jalur utama:
1. Non-Litigasi (Penjualan di Bawah Tangan): Bank dapat menjual agunan secara langsung kepada pihak ketiga dengan persetujuan debitur. Pendekatan ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), yang memungkinkan penjualan agunan tanpa melalui proses pengadilan, asalkan terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur (Permana, 2023).
2. Litigasi (Melalui Pengadilan): Apabila tidak terdapat kesepakatan untuk penjualan di bawah tangan, bank dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan fiat eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, tergantung pada jenis agunan dan akad yang digunakan. 
Pendekatan ini sejalan dengan strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menangani pembiayaan bermasalah, di mana eksekusi agunan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah upaya restrukturisasi dan negosiasi tidak berhasil. 
Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
Sebagai alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank dapat mengambil alih agunan melalui mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA). Dalam mekanisme ini, bank mengambil alih kepemilikan agunan dari debitur untuk kemudian dijual guna menutupi kewajiban pembiayaan yang macet. 
Namun, pelaksanaan AYDA harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat terdapat implikasi yuridis yang perlu diperhatikan. Menurut Permana (2023), pelaksanaan AYDA oleh bank syariah harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa objek agunan tidak boleh dimiliki oleh kreditur. Oleh karena itu, pelaksanaan AYDA harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif (Nasution, F. R., & Rokan, 2023)
Prinsip Syariah dalam Eksekusi Agunan
Dalam konteks perbankan syariah, eksekusi agunan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebelum melakukan eksekusi, bank diwajibkan untuk memberikan peringatan kepada debitur dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Apabila debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, eksekusi agunan dapat dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.
Menurut Muthiah dan Muchtar (2023), penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui eksekusi agunan harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama antara bank dan debitur. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak dan menghindari konflik yang berkepanjangan (Muthiah, A., & Muchtar, 2023).
G. Tantangan Penanganan Pembiayaan Bermasalah 
Minimnya Transparansi Informasi dari Nasabah
Salah satu kendala utama dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah kurangnya keterbukaan informasi dari nasabah, khususnya dalam menyampaikan kondisi usaha dan keuangan aktual. Banyak nasabah enggan melaporkan penurunan pendapatan, beban utang lain, atau perubahan operasional yang mempengaruhi kemampuan bayar.
Menurut Afandi & Wulandari (2020), nasabah UMKM sering kali tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi, sehingga bank kesulitan menilai apakah kemacetan bersifat sementara atau struktural. Akibatnya, bank menjadi terlambat mengambil langkah preventif atau restrukturisasi 
Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, terutama pada posisi analis pembiayaan dan account officer. Penanganan NPF memerlukan tenaga yang tidak hanya paham aspek teknis, tetapi juga prinsip syariah, hukum, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi.
Rivai & Arifin (2013) menyatakan bahwa bank syariah membutuhkan SDM yang memiliki kombinasi pengetahuan keuangan dan syariah untuk menjalankan fungsi mitigasi risiko secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Jika SDM belum memadai, proses pemantauan dan intervensi dini menjadi tidak optimal.
Ketergantungan pada Sistem Manual
Dalam praktiknya, beberapa kegiatan monitoring usaha nasabah masih dilakukan secara manual. Ini membuat pelaporan dan evaluasi lambat, serta kurang responsif terhadap dinamika usaha nasabah. Minimnya sistem berbasis teknologi digital menyulitkan pelacakan portofolio pembiayaan secara real-time.
Hal ini ditegaskan oleh Zainuddin (2021) yang menyoroti bahwa penerapan teknologi informasi dalam manajemen risiko pembiayaan masih belum maksimal di banyak bank syariah daerah, sehingga pengambilan keputusan strategis menjadi tertunda.
Proses Hukum yang Panjang dan Biaya Tinggi
Ketika pembiayaan bermasalah tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, langkah terakhir adalah proses hukum atau eksekusi agunan. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama, menimbulkan biaya tambahan, dan dapat merusak reputasi bank.
Menurut jurnal Zainuddin (2021), proses litigasi dalam pembiayaan syariah tidak hanya menyita waktu dan biaya, tapi juga bertentangan dengan semangat keadilan dan penyelesaian damai yang menjadi dasar filosofi ekonomi Islam.
Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Makro
Tantangan eksternal lainnya adalah fluktuasi ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakstabilan pasar yang sangat mempengaruhi kinerja usaha nasabah, khususnya di sektor mikro dan UMKM. Hal ini meningkatkan risiko NPF di luar kendali bank.
Afandi & Wulandari (2020) juga mencatat bahwa ketidakstabilan ekonomi berdampak langsung pada kemampuan bayar nasabah sektor produktif, sehingga bank perlu membangun sistem prediksi risiko berbasis makroekonomi.
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Sumsel Babel Capem Muara Kelingi dilakukan melalui strategi yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah. Strategi tersebut meliputi langkah preventif seperti analisis kelayakan pembiayaan dan pembinaan nasabah, serta langkah kuratif berupa restrukturisasi pembiayaan, rescheduling, reconditioning, hingga eksekusi agunan sebagai opsi terakhir. Bank juga menerapkan mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai bagian dari penyelesaian non-litigasi, dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan syariah.
Namun, dalam pelaksanaannya, bank menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan informasi dari nasabah, rendahnya literasi keuangan, serta proses hukum yang memakan waktu. Selain itu, pendekatan eksekusi agunan membutuhkan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan maslahat dalam syariah.
Saran
1. Peningkatan Literasi Keuangan
Bank perlu mengintensifkan edukasi kepada nasabah, terutama pelaku UMKM, agar lebih memahami kewajiban pembiayaan dan risiko usaha. Hal ini penting untuk menekan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah sejak awal.
2. Penguatan SDM dan Teknologi
Diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang analisis pembiayaan dan mitigasi risiko. Selain itu, penggunaan teknologi digital untuk monitoring usaha nasabah dapat membantu deteksi dini atas potensi pembiayaan bermasalah.
3. Pendekatan Humanis dalam Eksekusi Agunan
Eksekusi agunan hendaknya menjadi pilihan terakhir dan dilakukan secara transparan, adil, serta melalui musyawarah. Bank juga disarankan mempertimbangkan alternatif penyelesaian seperti AYDA atau penjualan agunan di bawah tangan, sesuai ketentuan hukum dan syariah.
4. Koordinasi dengan Lembaga Hukum dan OJK
Untuk mempercepat proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang melalui jalur litigasi, bank perlu memperkuat kerja sama dengan pengadilan, notaris, dan otoritas keuangan seperti OJK.
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